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Article Info: Abstract: The success of the Forest and Land Rehabilitation (RHL) Program is 

influenced by the level of community participation and institutional capacity at each 
stage of implementation. This study aims to analyze the level of community 
institutional participation, identify internal and external factors affecting these 
institutions, and formulate strategies to strengthen community institutions within 
the RHL Program in Sumberejo Village, Wonogiri Regency (under the jurisdiction 
of BPDAS Solo). A descriptive approach employing both quantitative and 
qualitative methods was used. Data were collected through observation, interviews, 
questionnaires, and document review involving 40 members of the Forest Farmer 
Group selected via random sampling, while key informants were chosen through 
purposive sampling. Data analysis utilized a Likert scale, IFAS-EFAS matrices, and 
SWOT analysis. The results indicate that community institutional participation falls 
into the "high" category during the implementation (79.37%) and output utilization 
(81.37%) stages, whereas the planning (63.12%) and evaluation (54.75%) stages fall 
into the "moderate" category. Identification results reveal that member engagement, 
group cooperation, and group leadership are key strengths, while limited 
knowledge regarding rehabilitation and group management remains a weakness. 
Externally, government support, facilitation, and the availability of rehabilitation 
land represent major opportunities, despite challenges posed by unpredictable 
weather and pest infestations. These conditions place the community institutions in 
Quadrant I; consequently, an SO (Strengths-Opportunities) strategy is prioritized to 
bolster participation, group cooperation, and the utilization of government support, 
thereby ensuring the sustainability of the RHL Program. 
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Pendahuluan 
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 

merupakan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk 
memulihkan kawasan hutan dan lahan yang mengalami 
penurunan kualitas akibat tekanan aktivitas manusia 
maupun proses alami. Implementasi RHL didukung 
melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
(GNRHL) sebagai langkah untuk mengembalikan fungsi 
ekologis kawasan sekaligus memperbaiki kualitas 

lingkungan. Selain berorientasi pada perbaikan kondisi 
biofisik, Program RHL juga bertujuan mendukung 
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 
sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan 
masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan. 
Selain bertujuan memulihkan tutupan vegetasi, 
rehabilitasi hutan dan lahan juga berfungsi 
mengendalikan erosi, meningkatkan infiltrasi air, serta 
menjaga produktivitas lahan sehingga konservasi tanah 
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dan air dapat berlangsung secara berkelanjutan (Arsyad, 
2010). Upaya rehabilitasi hingga kini menjadi kebutuhan 
yang mendesak karena Kementerian Kehutanan pada 
tahun 2025 melaporkan bahwa Indonesia masih ada 
sekitar 12,4 juta hektare lahan kritis yang memerlukan 
penanganan melalui kegiatan rehabilitasi. Besarnya 
luasan tersebut menunjukkan bahwa degradasi hutan 
dan lahan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan 
sumber daya alam sehingga pelaksanaan Program RHL 
perlu terus diperkuat untuk memulihkan fungsi 
ekologis kawasan secara berkelanjutan.  

Keberhasilan pelaksanaan Program RHL tidak 
semata-mata ditentukan oleh aspek teknis penanaman, 
tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan 
masyarakat pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari 
perencanaan hingga evaluasi. Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan ruang 
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
pengelolaan hutan. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), 
partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan pada 
tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, 
dan evaluasi. Partisipasi masyarakat pada setiap 
tahapan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap 
program sehingga keberlanjutan hasil rehabilitasi lebih 
mudah dipertahankan. Meskipun demikian, beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 
masyarakat belum merata pada setiap tahapan kegiatan. 
Purwanti dkk. (2022) melaporkan bahwa partisipasi 
masyarakat cenderung lebih tinggi di tahap pelaksanaan 
daripada tahap perencanaan dan evaluasi. Sementara 
itu, Ohiwal dkk. (2023) menunjukkan bahwa kapasitas 
kelembagaan masyarakat berperan penting dalam 
menjaga keberlanjutan kegiatan rehabilitasi hutan dan 
lahan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa 
penguatan kelembagaan masyarakat masih menjadi 
kebutuhan untuk meningkatkan kualitas partisipasi 
dalam Program RHL. 

Partisipasi masyarakat dalam Program RHL 
umumnya difasilitasi melalui kelembagaan lokal, salah 
satunya Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH berperan 
sebagai wadah masyarakat dalam melaksanakan 
berbagai kegiatan rehabilitasi, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pemeliharaan, hingga evaluasi. Efektivitas 
peran kelembagaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai 
aspek, antara lain koordinasi antaranggota, 
kepemimpinan kelompok, pengelolaan organisasi, 
kapasitas anggota, serta pendampingan dari instansi 
terkait. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
kelemahan pada aspek-aspek tersebut dapat 
menghambat pelaksanaan Program RHL sehingga 
penguatan kapasitas kelembagaan menjadi salah satu 
faktor yang menentukan keberhasilan rehabilitasi hutan 
dan lahan. Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam 
juga dipengaruhi oleh kelembagaan yang mampu 
mengatur pembagian peran, koordinasi, serta kerja sama 

antaranggota dalam mencapai tujuan bersama 
(Kartodihardjo, 2013). 

Kabupaten Wonogiri termasuk salah satu wilayah 
yang memiliki kerentanan terhadap degradasi lahan 
akibat kondisi topografi dan karakteristik pemanfaatan 
lahannya (Kartodihardjo, 2013). Salah satu lokasi 
pelaksanaan Program RHL berada di Desa Sumberejo 
yang termasuk dalam wilayah kerja Balai Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Solo. Program tersebut 
melibatkan Kelompok Tani Hutan sebagai kelembagaan 
masyarakat yang berperan dalam berbagai tahapan 
kegiatan rehabilitasi. Hasil identifikasi awal 
menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam 
kegiatan pembuatan teras batu, penanaman tanaman 
kehutanan dan tanaman buah, serta pemeliharaan 
tanaman. Namun demikian, penguatan kapasitas 
kelembagaan masih diperlukan supaya pelaksanaan 
Program RHL dapat berlangsung secara efektif dan 
berkelanjutan. 

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji 
partisipasi masyarakat maupun kapasitas kelembagaan 
dalam pelaksanaan Program RHL. Namun, ada 
beberapa penelitian masih membahas kedua aspek 
tersebut secara terpisah sehingga belum memberikan 
gambaran mengenai keterkaitan antara tingkat 
partisipasi masyarakat, kondisi internal dan eksternal 
kelembagaan, serta strategi penguatan kelembagaan 
yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan 
Program RHL. Selain itu, kajian mengenai strategi 
penguatan kelembagaan masyarakat pada pelaksanaan 
Program RHL di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri, 
juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini 
menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan 
analisis tingkat partisipasi masyarakat, identifikasi 
faktor internal dan eksternal kelembagaan melalui 
analisis IFAS dan EFAS, serta penyusunan strategi 
penguatan kelembagaan menggunakan analisis SWOT 
sebagai dasar penyusunan rekomendasi dalam 
mendukung keberhasilan Program RHL. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi 
kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Program 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Sumberejo, 
Kabupaten Wonogiri, mengidentifikasi faktor internal 
dan eksternal yang memengaruhi kelembagaan 
masyarakat dalam pelaksanaan Program RHL, serta 
merumuskan strategi penguatan kelembagaan 
masyarakat untuk mendukung keberhasilan 
pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di 
wilayah kerja BPDAS Solo. 

 

Metode  
Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif 

dengan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif 
untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat serta 
merumuskan strategi penguatan kelembagaan 
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masyarakat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo, Kabupaten 
Wonogiri (Sugiyono, 2019). Pendekatan kuantitatif 
digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi 
masyarakat, sedangkan pendekatan kualitatif 
dimanfaatkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
internal dan eksternal yang memengaruhi penguatan 
kelembagaan masyarakat. 

Populasi penelitian meliputi anggota Kelompok 
Tani Hutan (KTH), aparat Pemerintah Desa Sumberejo, 
dan pendamping Program RHL dari BPDAS Solo. 
Informan penelitian ditentukan secara purposive 
sampling, sedangkan responden anggota KTH dipilih 
menggunakan teknik random sampling sebanyak 40 
orang yang mewakili delapan Kelompok Tani Hutan di 
Desa Sumberejo (Sugiyono, 2019). Data primer 
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 
penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder 
diperoleh dari dokumen instansi terkait serta berbagai 
sumber pustaka yang relevan. 

Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun 
dengan mengacu pada indikator partisipasi masyarakat 
menurut Cohen dan Uphoff (1980), yang meliputi tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan 
evaluasi. Sementara itu, observasi dan wawancara 
digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

pelaksanaan Program RHL serta mengidentifikasi 
faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi 
penguatan kelembagaan masyarakat. 

Analisis tingkat partisipasi dilakukan 
menggunakan metode skoring dengan skala Likert 
empat tingkat. Skor 1 menunjukkan responden tidak 
pernah berpartisipasi, skor 2 menunjukkan kurang 
berpartisipasi, skor 3 menunjukkan berpartisipasi, dan 
skor 4 menunjukkan sangat aktif berpartisipasi 
(Sugiyono, 2019). Nilai pada setiap indikator 
dijumlahkan untuk memperoleh skor total pada masing-
masing tahapan partisipasi. Selanjutnya, tingkat 
partisipasi dihitung dengan membandingkan jumlah 
skor yang diperoleh terhadap skor maksimum, 
kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase 
menggunakan rumus berikut.  

 

Tingkat Partisipasi = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
 x 

100% 
Sumber : Syifa Rohimah dkk, 2019.  
 
Persentase yang diperoleh selanjutnya 

dikelompokkan ke dalam kategori rendah (0–33%), 
sedang (34–66%), dan tinggi (67–100%) sebagaimana 
ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Partisipasi 

Persentase Kategori 

0 – 33 % Rendah 

34 – 66 % Sedang 

67 – 100 % Tinggi 

Sumber : Arikunto, 2013 
 
Perumusan strategi penguatan kelembagaan 

masyarakat dilakukan menggunakan analisis SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) 
(Rangkuti, 2016). Faktor-faktor internal dan eksternal 
diperoleh dari hasil observasi, wawancara, kuesioner, 
serta dokumentasi. Setiap faktor kemudian diberikan 
bobot dan rating, selanjutnya disusun ke dalam matriks 
IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS 
(External Factor Analysis Summary). Hasil analisis 

tersebut digunakan untuk menentukan posisi 
kelembagaan pada diagram SWOT, yang selanjutnya 
menjadi dasar dalam penyusunan alternatif strategi SO 
(Strengths–Opportunities), WO (Weaknesses–
Opportunities), ST (Strengths–Threats), dan WT 
(Weaknesses–Threats). Indikator partisipasi masyarakat 
yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada 
Tabel 2. 

 

Tabel 2. Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Program RHL 

Tahapan Indikator 

Perencanaan Mengikuti rapat perencanaan kegiatan RHL, Memberikan usulan dalam kegiatan RHL, 
Ikut menentukan lokasi penanaman, Ikut menentukan jenis tanaman, Ikut menyusun 

rencana kegiatan 

Pelaksanaan Mengikuti kegiatan penanaman, Ikut merawat tanaman, Ikut kegiatan konservasi tanah 
dan air, Mengganti tanaman yang mati, Memantau tanaman rehabilitasi 

Pemanfaatan Hasil Memanfaatkan hasil tanaman, Memanfaatkan lahan rehabilitasi, Mengelola hasil 
tanaman, Hasil tanaman membantu ekonomi, Ikut dalam pembagian hasil 
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Evaluasi Mengikuti rapat evaluasi kegiatan, Memberikan pendapat saat evaluasi, Menilai 
keberhasilan kegiatan, Memberi saran perbaikan kegiatan, Membahas masalah kegiatan 

rehabilitasi 

Sumber : Cohen dan Uphoff (1980) 
 

Hasil dan Diskusi  
Partisipasi Masyarakat dalam Program RHL 
Partisipasi Tahap Perencanaan 

Partisipasi kelembagaan masyarakat pada tahap 
perencanaan memperoleh hasil 63,12% dan tergolong 
dalam kategori sedang. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam proses 
perencanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
(RHL), yang meliputi keikutsertaan dalam rapat 
perencanaan, penyampaian usulan, penentuan lokasi 
penanaman, penentuan jenis tanaman, serta 
penyusunan rencana kegiatan. Meskipun demikian, 
keterlibatan aktif anggota dalam setiap indikator 
tersebut belum berlangsung secara merata. Sebagian 
besar proses perencanaan masih didominasi oleh 
pengurus kelompok, sedangkan sebagian anggota 
lainnya lebih banyak mengikuti keputusan yang telah 
disepakati dalam musyawarah. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, 
kondisi tersebut dipengaruhi oleh anggapan sebagian 
anggota bahwa proses perencanaan merupakan 
tanggung jawab pengurus kelompok. Selain itu, 
perbedaan tingkat pengetahuan dan pengalaman 
anggota mengenai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 
menyebabkan tidak semua anggota memiliki keberanian 
untuk menyampaikan pendapat atau usulan pada saat 
musyawarah. Kondisi tersebut diketahui bahwa tingkat 
partisipasi pada tahap perencanaan tidak hanya 
ditentukan oleh kesempatan untuk terlibat, tetapi juga 
dipengaruhi oleh kapasitas, pemahaman, dan 
kepercayaan diri anggota dalam proses pengambilan 
keputusan (Cohen & Uphoff, 1980). Maka, dibutuhkan 
upaya guna meningkatkan kapasitas anggota melalui 
pembinaan dan pelibatan yang lebih aktif dalam setiap 
proses perencanaan agar rasa memiliki terhadap 
program semakin kuat serta mampu mendukung 
keberhasilan dan keberlanjutan Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (Tanjung dkk, 2017). 

 
Partisipasi Tahap Pelaksanaan 

Partisipasi kelembagaan masyarakat pada tahap 
pelaksanaan memperoleh persentase sebanyak 79,37% 
dan tergolong dalam kategori tinggi. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Kelompok 
Tani Hutan terlibat dalam kegiatan penanaman, 
pemeliharaan tanaman, konservasi tanah dan air, 
penyulaman tanaman yang mati, serta pemantauan 
tanaman rehabilitasi. Tingginya keterlibatan masyarakat 
pada tahap ini mencerminkan bahwa pelaksanaan 
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) telah 

mendapat dukungan yang baik dari anggota kelompok. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tingginya 
partisipasi masyarakat didorong oleh koordinasi yang 
berjalan baik antara ketua kelompok dan anggota 
sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara 
bersama-sama. Pendampingan yang diberikan oleh 
BPDAS Solo juga membantu anggota memahami teknik 
pelaksanaan rehabilitasi serta membantu menyakinkan 
masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap 
kegiatan. Di samping itu, masyarakat memandang 
bahwa keberhasilan rehabilitasi akan memberikan 
manfaat bagi keberlanjutan lahan yang mereka kelola 
dan berpotensi meningkatkan manfaat ekonomi pada 
masa mendatang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
kepemimpinan kelompok, pendampingan yang 
berkelanjutan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat 
sebagai faktor penting dalam mendorong tingginya 
partisipasi pada tahap pelaksanaan (Purwanti dkk, 
2022). Oleh karena itu, upaya penguatan koordinasi 
kelompok dan keberlanjutan pendampingan perlu terus 
dipertahankan agar tingkat partisipasi kelembagaan 
masyarakat tetap tinggi dalam mendukung keberhasilan 
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Sulistyono & 
Nur, 2024). 

 
Partisipasi Tahap Pemanfaatan Hasil 

Partisipasi kelembagaan masyarakat tahap 
pemanfaatan hasil mendapatkan persentase sebesar 
81,37% dan termasuk dalam kategori tinggi. Hasil 
tersebut diketahui bahwa masyarakat sudah 
memanfaatkan hasil dari kegiatan rehabilitasi hutan dan 
lahan melalui pengelolaan lahan rehabilitasi, 
pemeliharaan tanaman, serta keterlibatan dalam 
pembagian hasil sesuai ketentuan kelompok. Tingginya 
tingkat partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil 
diketahui bahwa masyarakat telah merasakan manfaat 
dari pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan (RHL), sehingga mendorong mereka untuk tetap 
menjaga dan mengelola tanaman yang telah ditanam. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, 
manfaat yang dirasakan masyarakat terlihat dari 
tumbuhnya tanaman berkayu seperti jati dan mahoni 
yang memiliki nilai ekonomi serta manfaat ekologis. 
Meskipun hasilnya belum dapat dimanfaatkan dalam 
waktu dekat, masyarakat memandang tanaman tersebut 
sebagai aset jangka panjang yang dapat memberikan 
keuntungan pada masa mendatang. Selain itu, 
keberadaan tanaman rehabilitasi juga memberikan 
dampak positif terhadap kondisi lahan karena tutupan 
vegetasi menjadi lebih baik dan fungsi konservasi lahan 
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tetap terjaga. Manfaat yang dirasakan tersebut menjadi 
salah satu alasan masyarakat tetap berpartisipasi dalam 
pemeliharaan dan pengelolaan lahan rehabilitasi secara 
berkelanjutan (Masithoh dkk., 2014). Oleh karena itu, 
pengelolaan hasil rehabilitasi perlu terus dipertahankan 
agar manfaat ekonomi jangka panjang dan manfaat 
ekologis dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh 
masyarakat (Suhaeb et al, 2024). 
 
Partisipasi pada Tahap Evaluasi 

Partisipasi kelembagaan masyarakat tahap 
evaluasi memperoleh persentase sebesar 54,75% dan 
termasuk kategori sedang. Nilai tersebut merupakan 
tingkat partisipasi terendah dibandingkan tahapan 
lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terlibatnya 
masyarakat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi 
masih relatif terbatas. Rendahnya keterlibatan pada 
tahap evaluasi mengindikasikan bahwa sebagian 
anggota kelompok masih memandang evaluasi sebagai 
tanggung jawab pengurus kelompok, sehingga 
partisipasi anggota dalam memberikan masukan dan 
penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan masih belum 
optimal.  Padahal, evaluasi merupakan bagian penting 
dalam menilai capaian program dan mengidentifikasi 
berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan 
kegiatan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi 
kelembagaan masyarakat pada tahap evaluasi perlu 
dilakukan agar pelaksanaan program rehabilitasi hutan 
dan lahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan 
(Tanjung dkk, 2017). 

 
Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat  

Berdasarkan Tabel 3, tingkat partisipasi 
kelembagaan masyarakat dalam Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo 
menunjukkan perbedaan pada setiap tahapan kegiatan. 

Partisipasi tertinggi terdapat pada tahap pemanfaatan 
hasil (81,37%) dan pelaksanaan (79,37%), sedangkan 
partisipasi pada tahap perencanaan (63,12%) dan 
evaluasi (54,75%) masih berada pada kategori sedang. 
Perbedaan tersebut diketahui bahwa masyarakat 
cenderung lebih aktif pada kegiatan yang memberikan 
manfaat secara langsung dibandingkan pada tahapan 
yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi 
program (Purwanti dkk, 2022). Perbedaan tersebut 
menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih aktif 
pada kegiatan yang memberikan manfaat secara 
langsung dibandingkan pada tahapan yang berkaitan 
dengan perencanaan dan evaluasi program (Nasikh, 
2009). 

Partisipasi yang tinggi pada tahap pelaksanaan 
dan pemanfaatan hasil memberikan kontribusi terhadap 
keberlangsungan kegiatan rehabilitasi karena 
masyarakat terlibat secara langsung dalam penanaman, 
pemeliharaan, serta pengelolaan hasil rehabilitasi. 
Sebaliknya, partisipasi yang masih berada pada kategori 
sedang pada tahap perencanaan dan evaluasi 
menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan dan penilaian program 
masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan 
dapat terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan di 
lapangan (Tanjung dkk, 2017). 

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi tahap 
perencanaan dan evaluasi perlu menjadi perhatian 
melalui pelibatan anggota secara lebih aktif dalam 
musyawarah, penyusunan rencana kegiatan, serta 
evaluasi program. Upaya tersebut diharapkan mampu 
memperkuat kelembagaan masyarakat sekaligus 
mendukung keberhasilan Program Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan secara berkelanjutan (Sulistyono & Nur, 
2024).  

 
Tabel 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program RHL 

No Tahapan 
Partisipasi 

Jumlah Skor Skor   Mak-simum Persen-tase Kategori 

1 Perencanaan 505 800 63,12% Sedang 
2 Pelaksanaan 635 800 79,37% Tinggi 
3 Pemanfaatan Hasil 

651 800 81,37% Tinggi 
4 Evaluasi 438 800 54,75% Sedang 

 
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal yang 
memengaruhi Kelembagaan Masyarakat 
 
Matriks IFAS 

Pemberian bobot dan rating pada setiap faktor 
internal didasarkan pada hasil observasi, wawancara, 
dan penyebaran kuesioner kepada responden. Bobot 
digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan 
masing-masing faktor dalam mendukung pelaksanaan 

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), 
sedangkan rating diberikan berdasarkan kondisi aktual 
yang ditemukan di lapangan. Faktor yang memiliki 
pengaruh lebih besar terhadap keberhasilan program 
memperoleh bobot yang lebih tinggi, sementara rating 
mencerminkan tingkat kekuatan maupun kelemahan 
dari setiap faktor internal (Rangkuti, 2016). 

Hasil analisis IFAS di Tabel 4, terlihat bahwa total 
skor kekuatan sebesar 1,82 lebih tinggi dibandingkan 
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total skor kelemahan sebesar 1,50. Temuan tersebut 
diketahui bahwa kondisi internal kelembagaan 
masyarakat di Desa Sumberejo lebih didominasi oleh 
faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Program 
RHL dibandingkan faktor-faktor yang menghambat. 
Keaktifan anggota dalam kegiatan rehabilitasi, kerja 
sama antaranggota, pengalaman dalam kegiatan 
penanaman, serta kemampuan ketua kelompok dalam 
mengoordinasikan kegiatan menjadi faktor yang 
memberikan kontribusi terbesar terhadap kekuatan 
kelembagaan. Kondisi tersebut tercermin dari 
keterlibatan anggota dalam setiap tahapan kegiatan 
serta koordinasi kelompok yang berjalan dengan baik 

sehingga pelaksanaan Program RHL dapat berlangsung 
secara efektif (Purwanti dkk, 2022). 

Di sisi lain, pengetahuan sebagian anggota 
mengenai rehabilitasi hutan dan lahan yang masih 
terbatas, keterbatasan tenaga kerja, serta kegiatan 
kelompok yang belum dilaksanakan secara rutin 
menjadi faktor yang mengurangi kapasitas kelembagaan 
masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
penguatan kapasitas anggota melalui pelatihan, 
pembinaan, dan pendampingan masih diperlukan agar 
kemampuan kelembagaan masyarakat dalam 
mendukung pelaksanaan Program RHL dapat terus 
ditingkatkan (Sulistyono & Nur, 2024). 

 
Tabel 4. Matriks IFAS 

No Kekuatan (Strength) Bobot Rating Skor 

1 Kelompok tani aktif dalam kegiatan RHL 0,12 4 0,48 
2 Kerja sama anggota kelompok baik 0,13 4 0,52 
3 Anggota memiliki pengalaman menanam 0,10 4 0,40 
4 Ketua kelompok mampu mengkoordinasikan kegiatan 0,08 3 0,24 

5 Anggota bersedia ikut kegiatan rehabilitasi 0,06 3 0,18 

 Sub Total 0,49 18 1,82 

No Kelemahan (Weakness) Bobot Rating Skor 

1 Partisipasi anggota masih rendah 0,10 3 0,30 
2 Pengetahuan rehabilitasi masih kurang 0,14 4 0,56 
3 Tenaga kerja kegiatan RHL terbatas 0,08 2 0,16 
4 Kegiatan kelompok belum berjalan rutin 0,10 3 0,30 
5 Pengelolaan kelompok masih kurang baik 0,09 2 0,18 

 Sub Total 0,51 14 1,50 

 Total 1,00 32 3,32 

Matriks EFAS 
Pemberian bobot dan rating pada setiap faktor 

eksternal didasarkan pada hasil observasi, wawancara, 
dan penyebaran kuesioner kepada responden. Bobot 
menunjukkan tingkat pengaruh setiap faktor eksternal 
terhadap pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan (RHL), sedangkan rating menunjukkan 
kemampuan kelembagaan masyarakat dalam 
memanfaatkan peluang maupun menghadapi ancaman 
yang terdapat di lingkungan eksternal (Rangkuti, 2016). 

Hasil analisis EFAS pada Tabel 5 menunjukkan 
bahwa total skor peluang sebesar 1,80 lebih tinggi 
dibandingkan total skor ancaman sebesar 1,46. Temuan 
tersebut menunjukkan bahwa kondisi eksternal di Desa 
Sumberejo masih memberikan peluang yang lebih besar 
dibandingkan ancaman dalam mendukung 
keberhasilan pelaksanaan Program RHL. Bantuan bibit 
dari pemerintah, pendampingan dari BPDAS Solo, serta 
ketersediaan lahan rehabilitasi menjadi faktor eksternal 
yang memberikan pengaruh besar terhadap 
keberhasilan program karena mendukung pelaksanaan 

kegiatan rehabilitasi sejak tahap penanaman hingga 
pemeliharaan. Selain itu, peluang peningkatan kapasitas 
anggota melalui kegiatan pendampingan juga 
memperkuat kemampuan kelembagaan masyarakat 
dalam mengelola Program RHL secara berkelanjutan 
(Sulistyono & Nur, 2024). 

Di sisi lain, berkurangnya dukungan sebagian 
masyarakat, kondisi cuaca yang berubah - ubah, serta 
serangan hama dan penyakit tanaman menjadi faktor 
yang berpotensi menghambat keberhasilan Program 
RHL. Faktor - faktor tersebut dapat memengaruhi 
pertumbuhan tanaman, mengurangi efektivitas 
pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan risiko 
kegagalan rehabilitasi apabila tidak diantisipasi dengan 
baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi 
antarpemangku kepentingan, pendampingan yang 
berkelanjutan, serta upaya pengelolaan risiko agar 
kelembagaan masyarakat mampu beradaptasi terhadap 
berbagai perubahan yang terjadi selama pelaksanaan 
Program RHL (Purwanti dkk, 2022). 
 

 
Tabel 5. Matriks EFAS 
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No Peluang (Opportunity) Bobot Rating Skor 

1 Program RHL dari pemerintah membantu kegiatan kelompok 0,09 3 0,27 

2 Adanya bantuan bibit dari pemerintah 0,13 4 0,52 
3 Adanya pendampingan dari instansi terkait 0,11 3 0,33 
4 Lahan rehabilitasi masih tersedia 0,13 4 0,52 
5 Kegiatan RHL dapat meningkatkan ekonomi masyarakat 0,08 2 0,16 

 Sub Total 0,54 16 1,80 

No Ancaman (Threat) Bobot Rating Skor 

1 Cuaca tidak menentu mempengaruhi tanaman 0,11 4 0,44 
2 Hama dan penyakit tanaman menjadi kendala 0,09 2 0,18 
3 Kurangnya dukungan sebagian masyarakat 0,13 4 0,52 
4 Tanaman rusak karena ternak 0,07 2 0,14 
5 Bantuan pemerintah masih terbatas 0,06 3 0,18 

 Sub Total 0,46 15 1,46 

 Total 1,00 30 3,26 

 
Kuadran SWOT 

Berdasarkan posisi pada diagram Kartesius 
Gambar 1, yang diperoleh dari hasil perhitungan 
matriks IFAS dan EFAS, nilai sumbu X sebesar 0,32 dan 
sumbu Y sebesar 0,34 menempatkan kelembagaan 
masyarakat dalam Program RHL di Desa Sumberejo 
pada Kuadran I (growth oriented strategy). Posisi ini 
menunjukkan bahwa kelompok memiliki kekuatan 
internal yang lebih besar dibandingkan kelemahannya 
serta peluang eksternal yang lebih besar dibandingkan 
ancaman yang dihadapi. 

Posisi pada Kuadran I mengindikasikan bahwa 
kelompok memiliki kemampuan untuk memanfaatkan 
kekuatan yang dimiliki guna mengoptimalkan berbagai 
peluang yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa organisasi berada pada posisi yang mendukung 
pengembangan kelembagaan melalui pemanfaatan 
kekuatan internal dan peluang eksternal yang tersedia 
(Rino dkk, 2025). Oleh karena itu, strategi yang 
direkomendasikan adalah strategi pertumbuhan yang 
berorientasi pada pemanfaatan kekuatan internal untuk 
mendukung pengembangan kelembagaan dan 
peningkatan keberhasilan pelaksanaan Program RHL 
secara berkelanjutan. 

 

 
Gambar 1. Diagram Kartesius 

Perumusan Strategi Penguatan Kelembagaan 
Masyarakat dalam Program RHL 
 
Matriks SWOT 

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan 
eksternal, diperoleh empat alternatif strategi penguatan 
kelembagaan masyarakat dalam Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo, yaitu 
strategi SO (Strength–Opportunity), WO (Weakness–
Opportunity), ST (Strength–Threat), dan WT 
(Weakness–Threat). Alternatif strategi tersebut disusun 
melalui kombinasi faktor-faktor yang diperoleh dari 
analisis IFAS dan EFAS yang dapat dilihat tabel 6. 

Strategi SO dirumuskan dengan memanfaatkan 
kekuatan kelompok, seperti keaktifan anggota, kerja 
sama kelompok, pengalaman dalam kegiatan 
rehabilitasi, dan kemampuan koordinasi kelompok 
untuk mengoptimalkan peluang yang tersedia berupa 
bantuan bibit, pendampingan instansi terkait, 
ketersediaan lahan rehabilitasi, serta peluang 
peningkatan ekonomi masyarakat. Strategi yang 
dihasilkan meliputi peningkatan partisipasi anggota 
dalam kegiatan rehabilitasi, penguatan kerja sama 
kelompok dalam pengelolaan lahan rehabilitasi, serta 
optimalisasi pendampingan untuk meningkatkan 
kapasitas kelompok. Pemanfaatan kekuatan kelompok 
dan dukungan eksternal diketahui mampu 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan (Purwanti dkk, 2022). 

Strategi WO disusun dengan memanfaatkan 
peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal 
kelompok. Strategi yang dihasilkan antara lain 
peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan dan 
pendampingan, pemanfaatan dukungan pemerintah 
untuk penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi, 
serta penguatan sistem pengelolaan kelompok agar 
lebih efektif. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui 



Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi dan Geofisika (GeoScienceEd) Agustus 2026, Volume 7, Issue 3, 3129-3139 
 

3136 

pelatihan dan pendampingan merupakan upaya 
penting dalam memperkuat kelembagaan dan 
mendukung keberhasilan rehabilitasi lahan (Sulistyono 
& Nur, 2024). 

Strategi ST dirumuskan dengan memanfaatkan 
kekuatan kelompok untuk menghadapi ancaman yang 
berpotensi menghambat pelaksanaan program. Strategi 
yang dihasilkan meliputi peningkatan koordinasi 
kelompok dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak 
menentu, penguatan kerja sama dalam pengendalian 
hama dan penyakit tanaman, serta peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam mendukung 
keberlanjutan kegiatan rehabilitasi. Kerja sama 
kelompok dan koordinasi yang baik diperlukan untuk 
menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan 

sumber daya hutan secara berkelanjutan (Horota dkk, 
2018). 

Strategi WT difokuskan pada upaya 
meminimalkan kelemahan dan mengurangi dampak 
ancaman yang dihadapi kelompok. Strategi ini dapat 
dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota, 
perbaikan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan 
keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi. 
Perbaikan tata kelola kelembagaan dan peningkatan 
kapasitas anggota dapat mendukung efektivitas 
pelaksanaan program rehabilitasi lahan (Pujasari dkk, 
2025). Keempat alternatif strategi tersebut menjadi dasar 
dalam penentuan strategi prioritas penguatan 
kelembagaan masyarakat dalam Program RHL di Desa 
Sumberejo. 

 
Tabel 6. Matriks SWOT 

        Internal 
/Eksternal 

Kekuatan (S) 
1. Kelompok tani aktif dalam kegiatan RHL 
2. Kerja sama anggota kelompok baik 
3. Anggota memiliki pengalaman menanam 
4. Ketua kelompok mampu mengkoordinasikan 
kegiatan 
5. Anggota bersedia ikut kegiatan rehabilitasi 

Kelemahan (W) 
1.  Partisipasi anggota masih rendah 

2. Pengetahuan rehabilitasi masih kurang 
3. Tenaga kerja kegiatan RHL terbatas 

4.  Kegiatan kelompok belum berjalan rutin 
5. Pengelolaan kelompok masih kurang baik 

Peluang (O) 
1. Program RHL 
dari pemerintah 
membantu kegiatan 
kelompok 
2. Adanya bantuan 
bibit dari 
pemerintah 
3. Adanya 
pendampingan dari 
instansi terkait 
4. Lahan 
rehabilitasi masih 
tersedia 
5. Kegiatan RHL 
dapat 
meningkatkan 
ekonomi 
masyarakat 

Strategi (S – O) 
1. Mengoptimalkan pelaksanaan program 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) melalui 
partisipasi aktif anggota kelompok dan koordinasi 
yang baik dari ketua kelompok sehingga dukungan 
program pemerintah dapat dimanfaatkan secara 
maksimal. 
2. Memanfaatkan pengalaman anggota dalam 
kegiatan penanaman untuk meningkatkan 
keberhasilan pemanfaatan bantuan bibit yang 
diberikan pemerintah dalam kegiatan rehabilitasi 
lahan.  
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok 
melalui kerja sama antaranggota dengan 
memanfaatkan pendampingan dan pembinaan dari 
instansi terkait.  
4. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan rehabilitasi 
yang masih tersedia melalui keterlibatan aktif 
anggota dalam kegiatan rehabilitasi secara 
berkelanjutan. 
5. Mendorong peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui keberhasilan kegiatan 
rehabilitasi yang didukung oleh partisipasi anggota 
dan dukungan program pemerintah. 

Strategi (W – O) 
1. Meningkatkan pengetahuan anggota 

mengenai rehabilitasi hutan dan lahan melalui 
pelatihan dan pendampingan teknis yang 

diberikan oleh instansi terkait.  
2. Meningkatkan partisipasi anggota dalam 

kegiatan kelompok melalui pemanfaatan 
program RHL yang memberikan manfaat bagi 

masyarakat.  
3. Mengatasi keterbatasan tenaga kerja dengan 

mengoptimalkan dukungan program 
pemerintah dan keterlibatan masyarakat 

dalam kegiatan rehabilitasi.  
4. Memperbaiki sistem pengelolaan kelompok 

melalui pembinaan kelembagaan yang 
difasilitasi oleh instansi terkait agar kegiatan 

rehabilitasi berjalan lebih efektif.  
5. Meningkatkan keberlanjutan kegiatan 

rehabilitasi dengan memanfaatkan potensi 
manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat 

dari keberhasilan program rehabilitasi 

Ancaman (T) 
1. Cuaca tidak 
menentu 
mempengaruhi 
tanaman 

Strategi  (S – T) 
1. Memanfaatkan pengalaman anggota dalam 
kegiatan penanaman untuk menerapkan teknik 
budidaya yang sesuai dalam menghadapi kondisi 
cuaca yang tidak menentu.  

Strategi (W – T) 
1. Meningkatkan kapasitas anggota melalui 

pelatihan teknis rehabilitasi guna menghadapi 
dampak perubahan cuaca terhadap 

pertumbuhan tanaman. 
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2.Hama dan 
penyakit tanaman 
menjadi kendala 
3.Kurangnya 
dukungan sebagian 
masyarakat 
4.Tanaman rusak 
karena ternak 
5.Bantuan 
pemerintah masih 
terbatas 

2. Meningkatkan kegiatan pemeliharaan tanaman 
melalui kerja sama anggota kelompok guna 
meminimalkan risiko serangan hama dan penyakit 
tanaman. 
3. Memanfaatkan kemampuan ketua kelompok 
dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
guna meningkatkan dukungan terhadap kegiatan 
rehabilitasi.  
4. Mengoptimalkan partisipasi anggota dalam 
kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tanaman 
untuk mengurangi kerusakan akibat gangguan 
ternak. 
5. Memperkuat kemandirian kelompok melalui 
pemanfaatan sumber daya dan kerja sama internal 
kelompok guna mengurangi ketergantungan 
terhadap bantuan pemerintah. 

2. Meningkatkan kemampuan anggota dalam 
pemeliharaan tanaman untuk mengurangi 

risiko kerusakan akibat hama dan penyakit. 
3. Meningkatkan partisipasi anggota dan 

memperkuat komunikasi kelompok untuk 
memperoleh dukungan masyarakat terhadap 

kegiatan rehabilitasi.  
4. Menyusun pembagian tugas dan jadwal 

pemeliharaan yang jelas guna mengatasi 
keterbatasan tenaga kerja serta meminimalkan 

kerusakan tanaman akibat gangguan ternak.  
5. Memperkuat tata kelola dan kemandirian 

kelompok agar kegiatan rehabilitasi tetap 
berjalan meskipun dukungan bantuan 

pemerintah terbatas. 

Strategi Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam 
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

Berdasarkan hasil analisis IFAS, EFAS, posisi 
kuadran SWOT, dan matriks SWOT, strategi yang 
diprioritaskan dalam penguatan kelembagaan 
masyarakat pada Program Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan (RHL) di Desa Sumberejo adalah strategi SO 
(Strength–Opportunity). Strategi ini dipilih karena hasil 
analisis menunjukkan bahwa kelembagaan masyarakat 
berada pada Kuadran I, yang mengindikasikan bahwa 
kelompok memiliki kekuatan internal dan peluang 
eksternal yang lebih besar dibandingkan kelemahan dan 
ancaman yang dihadapi. 

Strategi SO yang dirumuskan meliputi 
peningkatan partisipasi anggota kelompok dalam 
kegiatan rehabilitasi melalui pemanfaatan bantuan bibit 
pemerintah dan pendampingan dari instansi terkait, 
penguatan kerja sama antaranggota kelompok dalam 
pengelolaan lahan rehabilitasi, serta optimalisasi 
pengalaman anggota dalam kegiatan penanaman untuk 
meningkatkan keberhasilan rehabilitasi hutan dan 
lahan. Selain itu, kemampuan kelompok dalam 
melakukan koordinasi perlu dimanfaatkan untuk 
memperkuat komunikasi dengan pemerintah dan pihak 
terkait sehingga berbagai peluang yang tersedia dapat 
dimanfaatkan secara optimal. Strategi tersebut dinilai 
mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan 
masyarakat melalui penguatan kerja sama anggota dan 
optimalisasi peran kelompok dalam pelaksanaan 
Program RHL (Rino dkk, 2025). 

Penerapan strategi tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat 
dalam mengelola kegiatan rehabilitasi secara lebih 
efektif dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan juga 
mendukung pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan karena meningkatkan kemampuan 
masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan 
kondisi lingkungan dan mengoptimalkan potensi 
sumber daya yang tersedia (Ramachandra et al, 2025). 

Dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan, 
kelompok diharapkan mampu menjalankan fungsi 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan 
rehabilitasi secara lebih optimal sehingga tujuan 
rehabilitasi hutan dan lahan dapat tercapai dengan baik. 
Selain itu, strategi SO juga berpotensi meningkatkan 
manfaat ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil 
rehabilitasi dan pengelolaan lahan yang lebih produktif 
sehingga keberlanjutan Program RHL dapat terus 
terjaga. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep 
pembangunan berkelanjutan yang menekankan 
pentingnya ketahanan kelembagaan dan partisipasi 
masyarakat sebagai faktor utama dalam menjaga 
keberlanjutan pengelolaan wilayah dan sumber daya 
alam (Awfa et al, 2025). Peningkatan manfaat ekonomi 
masyarakat dari hasil rehabilitasi dapat mendorong 
keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan (Pujasari dkk, 2025). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi 
masyarakat dalam Program Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan (RHL) di Desa Sumberejo cenderung tinggi pada 
tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, sedangkan 
pada tahap perencanaan dan evaluasi masih berada 
pada kategori sedang. Kondisi ini mengindikasikan 
bahwa masyarakat lebih terdorong untuk terlibat pada 
kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung 
dibandingkan pada tahapan pengambilan keputusan 
dan penilaian program. Temuan tersebut selaras dengan 
hasil analisis SWOT yang menunjukkan bahwa 
kelembagaan masyarakat memiliki kekuatan internal 
yang lebih dominan dibandingkan kelemahan, terutama 
berupa keaktifan kelompok, kerja sama antaranggota, 
pengalaman dalam kegiatan rehabilitasi, serta kesediaan 
anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan RHL. Di 
sisi lain, masih ditemukannya partisipasi yang belum 
optimal pada tahap perencanaan dan evaluasi 
menunjukkan adanya kelemahan kelembagaan yang 
perlu diperbaiki, seperti keterlibatan anggota yang 
belum merata, keterbatasan pengetahuan rehabilitasi, 
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dan pengelolaan kelompok yang belum berjalan secara 
optimal. Didukung oleh peluang eksternal berupa 
bantuan bibit, pendampingan instansi terkait, serta 
ketersediaan lahan rehabilitasi, kelembagaan 
masyarakat berada pada Kuadran I (growth oriented 
strategy). Oleh karena itu, strategi SO menjadi prioritas 
dalam penguatan kelembagaan melalui peningkatan 
partisipasi anggota, penguatan kerja sama kelompok, 
optimalisasi pendampingan, serta pemanfaatan 
dukungan pemerintah secara berkelanjutan. 
Keberhasilan strategi tersebut didukung oleh 
keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah 
yang saling berinteraksi dalam menunjang keberhasilan 
upaya adaptasi (Suhaeb dkk, 2024). Strategi tersebut 
diharapkan mampu meningkatkan kualitas partisipasi 
masyarakat pada seluruh tahapan kegiatan sekaligus 
mendukung keberlanjutan Program RHL di Desa 
Sumberejo. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi 
kelembagaan masyarakat dalam Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo tergolong 
tinggi pada tahap pelaksanaan (79,37%) dan 
pemanfaatan hasil (81,37%), sedangkan pada tahap 
perencanaan (63,12%) dan evaluasi (54,75%) masih 
berada pada kategori sedang. Hasil analisis IFAS 
menunjukkan bahwa total skor kekuatan sebesar 1,82 
lebih tinggi dibandingkan total skor kelemahan sebesar 
1,50, yang mengindikasikan bahwa kelembagaan 
masyarakat memiliki kondisi internal yang relatif kuat 
dalam mendukung pelaksanaan Program RHL. 
Sementara itu, hasil analisis EFAS menunjukkan bahwa 
total skor peluang sebesar 1,80 lebih tinggi 
dibandingkan total skor ancaman sebesar 1,46, sehingga 
lingkungan eksternal dinilai cukup mendukung 
penguatan kelembagaan masyarakat. Hasil analisis 
SWOT menempatkan kelembagaan masyarakat pada 
Kuadran I dengan koordinat (0,32; 0,34), yang 
menunjukkan bahwa kekuatan internal dan peluang 
eksternal lebih dominan dibandingkan kelemahan dan 
ancaman. Oleh karena itu, strategi prioritas yang 
direkomendasikan adalah strategi SO (Strength–
Opportunity) melalui pemanfaatan kekuatan internal 
untuk mengoptimalkan peluang yang tersedia guna 
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendukung 
keberlanjutan Program RHL di Desa Sumberejo.  
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